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Putusan

Nomor 6737/Pdt.G/2021/PA.Cbn
%a.y-w \" ,'
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah
menjatuhkan putusan cabut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, agama Islam, umur 25 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,
Jawa Barat. Untuk selanjutnya di sebut Penggugat;

melawan

Tergugat, agama Islam, umur 28, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2021
telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Cibinong, dengan Nomor 6737/Pdt.G/2021/PA.Cbn, tanggal 15
November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 November 2016, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai Kutipan
Akta Nikah Nomor: Akta Nikah, tertanggal 10 November 2016;
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2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bogor, Jawa
Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah bercampur (ba’da dukhul) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan
telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak, laki-laki, lahir di Bogor,
17 April 2017;
Saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dirumah orangtua Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 mulai
sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat secara
layak dan rutin;
b. Tergugat setiap kali ada pertengkaran selalu pergi membawa barang
Tergugat ke rumah orangtua Tergugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan November 2019 yang mengakibatkan Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu, antara Penggugat dan
Tergugat pisah rumah;
6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita
lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap
Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan
rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan
satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai
dengan Tergugat;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar
dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua
Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat

lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
hadir kepersidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil di alamat
sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas
panggilan Nomor 6737/Pdt.G/2021/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat
Tergugat tidak jelas sehingga Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka
semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap

telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditentukan Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Tergugat yang tidak hadir di persidangan
berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas
sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Tergugat tidak
dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan
jelas maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat dinyatakan tidak
jelas/kabur (Obscuur libel) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat
tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang
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Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah
dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 660000,- ( enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hij.
Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.
dan Drs. H. Dadang Karim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Bahrun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat

tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Dadang Karim, M.H. Panitera Pengganti,
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Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendftaran

2. Biaya Proses
3. Panggilan Penggugat
4  Panggilan Tergugat
3.  PNBP Panggilan
4. Redaksi
5. Meterei
Jumlah
Cat.
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Bahrun Kustiawan, S.H.

30.000

50.000

140.000

400.000

20.000,-

10.000

10.000

660.000 (enam ratus

puluh ribu rupiah);
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